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ABSTRAK 
Penyelesaian konflik adalah bidang pluralistik dengan beragam orientasi teoritis, karena dipengaruhi oleh 

konteks praktik dan tujuan spesifiknya. Penelitian ini bertujuan memahami konsepsi resolusi konflik dengan 

menggunakan perspektif teori kritis sebagai upaya penyelesaian konflik, sehingga netralitas yang dijanjikan 

dalam setiap praktik resolusi konflik dapat diklarifikasi dalam praktik. Metode deskripsif dan pendekatan 

kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan 

studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kritis berperan penting dalam 

menginformasikan operasi pemeliharaan perdamaian dengan menunjukkan bahwa menciptakan 

perdamaian yang berkelanjutan melibatkan praktisi yang tidak hanya menunjukkan netralitas dari praktisi 

resolusi konflik ataupun menenangkan pihak-pihak yang bertikai. Resolusi konflik apa pun yang diusahakan 

oleh praktisi resolusi konflik harus menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial dan hak ekonomi pihak-pihak 

yang berkonflik. 

 

Kata kunci: konflik, resolusi konflik, teori kritis, pekerjaan sosial. 

 

ABSTRACT 
Conflict resolution is a pluralistic field with diverse theoretical orientations, as it is influenced by the context of 

practice and its specific goals. This research aims to understand the concept of conflict resolution using a 

critical theory perspective as an effort to resolve conflict so that the neutrality promised in every conflict 

resolution practice can be clarified in practice. A descriptive method and qualitative approach were used in this 

research, with data collection techniques using literature studies and documentation studies. The research 

results show that critical theory plays an important role in informing peacekeeping operations by showing that 

creating sustainable peace involves practitioners not only demonstrating the neutrality of conflict resolution 

practitioners or pacifying conflicting parties. Any conflict resolution attempted by conflict resolution 

practitioners must guarantee the human rights, social justice, and economic rights of the parties to the conflict. 

 

Keywords: conflict, conflict resolution, critical theory, social work. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Konflik dapat terjadi dimana-mana 

baik di antara individu, kelompok, bangsa 

dan negara. Individu yang berada dalam 

jarak dekat dapat mengalami konflik, yaitu 

terkait akses terhadap sumber daya 

material, peluang perkawinan, dan konflik 

karena konteks wilayah (Parker 2006; 

Smith 1985; Ross 1983). Di antara sesama 

penghuni suatu wilayah dan di antara 

kerabat dapat mengembangkan konflik 

tambahan dalam struktur sosial tertentu, 

termasuk perebutan posisi dalam hierarki 

status atau pun dalam hal pertukaran 

ekonomi (Parker, Royle, dan Hartley 2002; 

Hames 2015).  

Manusia pun mengembangkan konflik 

koalisi dan konflik antarkelompok lintas 

tingkat organisasi sosial (misalnya, tingkat 

kerabat, tempat tinggal, atau politik) 

(Roscoe 2009; Glowacki, Wilson, dan 

Wrangham 2017; Redhead dan Von 

Rueden 2021). Berbagai bentuk konflik 

yang dikembangkan tersebut, diduga akan 

mendatangkan manfaat yaitu berkurangnya 

risiko pemangsaan, koordinasi untuk 

mencapai hasil yang tinggi, tujuan yang 

menguntungkan namun sulit untuk dicapai, 

dan peningkatan kemampuan untuk 

mengendalikan wilayah (Willems dan van 

Schaik 2017; Smith et al., 2012). Selain 

itu, kelompok juga akan memperoleh 

manfaat dari mekanisme resolusi konflik 
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melalui proses seleksi kelompok budaya 

dan kerjasama yang saling menguntungkan 

(Richerson et al., 2016). 

Resolusi konflik yang efektif sangat 

penting untuk kesejahteraan individu dan 

fungsi kelompok. Dalam hal ini, manusia 

memiliki kemampuan luar biasa dalam 

mempertahankan kerjasama dalam skala 

besar, termasuk di antara kekerabatan, 

sesama penghuni wilayah tertentu, di 

antara orang-orang yang tidak saling kenal, 

dan dalam kelompok (Santos dan West 

2018). 

Perdebatan dalam literatur telah 

menyoroti keterbatasan praktik resolusi 

konflik yang lazim (misalnya: berupa 

dialog, negosiasi, dan pendekatan 

penyelesaian masalah oleh pihak ketiga) 

ketika mencoba untuk secara efektif 

terlibat dalam perbedaan kekuasaan yang 

mengakar (Davis, 2016; Fisher, 2016; 

Habibal, 2019). Kekhawatiran ini 

bukanlah hal baru; banyak pembuat 

perdamaian dan aktivis menunjukkan 

bagaimana proses dialog dan negosiasi 

seringkali gagal mengatasi dinamika 

konflik yang mengakar pada tatanan 

struktural yang tidak seimbang dan tidak 

mampu menghasilkan perubahan yang 

adil (King Jr., 1963; Sharp, 2012).  

Secara konseptual dan praktik, 

elemen struktural konflik ini sulit untuk 

diubah dan seringkali memerlukan 

bentuk partisipasi nyata dari masyarakat 

dan perlawanan sipil yang aktif secara 

langsung serta berkelanjutan, yang 

meningkatkan dan mendramatisasi 

konflik sosial dan sering kali menjadi 

ciri khas kelompok aktivis dan gerakan 

sosial (Chenoweth & Cunningham, 

2013; Disney & Gbowee, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, banyak juga 

pihak-pihak yang menyerukan kepada 

para praktisi dan akademisi resolusi 

konflik untuk lebih terlibat dalam 

gerakan sosial dan bekerja secara 

langsung dengan para aktivis (Ross, 

Burnett, Raschupkina, & Kew, 2019; 

Roy, Burdick, & Kriesberg, 2010; Smith 

& Verdeja, 2013).  

Pendekatan resolusi konflik dengan 

netralitas dalam proses resolusi konflik 

yang dilakukan oleh pihak ketiga telah 

banyak dikritik karena hal tersebut 

dinilai lebih mempertahankan status quo 

bagi para elit dibandingkan menantang 

asimetri kekuasaan dan kesenjangan 

struktural yang membentuk dinamika 

konflik (Hansen, 2008; Jackson, 2015; 

Mayer, 2004; Schoeny & Warfield, 

2000; Wing, 2008).  

Terkait hal tersebut, Cobb dan Rifkin 

(1991) mendekonstruksi retorika 

netralitas dan menekankan bahwa dalam 

praktiknya para profesional resolusi 

konflik tenggelam dalam dinamika 

kekuasaan. Hal tersebut terjadi karena 

dalam bidang ini sering kali 

mengandalkan orientasi “pemecahan 

masalah”, adapun pertanyaan tentang 

perubahan sistem yang lebih luas dapat 

diabaikan (Jackson, 2015). 

Dalam situasi demikian, Schoeny 

dan Warfield (2000: 258) 

mengungkapkan implikasinya jika 

dibiarkan, yaitu bahwa pendekatan 

resolusi konflik secara sadar atau bahkan 

tidak sengaja akan terfokus pada 

“pemeliharaan sistem” dan jika sistem 

tersebut tidak adil, maka akan menjadi 

“pelayan penindasan”. Mayer (2004) 

mendesak bidang resolusi konflik untuk 

“melampaui netrality” dan terlibat lebih 

jauh dalam menangani konflik dan 

advokasi. 

Sudah sejak lama Rapoport (1970) 

berpendapat bahwa resolusi konflik 

berpotensi dilihat sebagai alat “pihak 

mapan” untuk menenangkan pihak-pihak 

yang berkonflik, sehingga berpotensi 

melemahkan upaya kelompok marginal 

dalam mencapai keadilan sosial. Dalam 

hal ini, Stohl dan Chamberlain (1972) 

menyandingkan tujuan keadilan sosial 

dengan tujuan stabilitas sosial, 

mempertanyakan apakah mungkin bagi 

para praktisi resolusi konflik untuk 

mencapai kedua tujuan tersebut secara 

bersamaan. Eide (1972) lebih jauh 

mengatakan bahwa upaya mencapai 
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netralitas dalam profesi mungkin 

sebenarnya lebih mengarah pada 

menutupi ketidakadilan kekuasaan yang 

mengatur hubungan pihak-pihak yang 

berkonflik. Netralitas sejati tidak 

mungkin terjadi dalam resolusi konflik 

karena masyarakat elit mendapatkan 

keuntungan dari posisi tersebut, 

memegang kekuasaan dan memperoleh 

hak istimewa di luar proses resolusi 

konflik itu sendiri. Oleh karena itu, 

proses resolusi konflik akan lebih 

condong ke arah elit masyarakat 

dibandingkan kelompok “underdog” 

(yang tidak diunggulkan), sehingga 

memperkuat status quo.  

Sebagai bantahan terhadap premis 

bahwa resolusi konflik digunakan sebagai 

alat oleh pihak yang berkuasa, Kent 

(1971) menyatakan hal yang sebaliknya 

bahwa resolusi konflik bukanlah alat dari 

pihak yang berkuasa dan para ahli konflik 

mempunyai otonomi yang cukup untuk 

melakukan hal tersebut dengan mengkaji 

konflik secara kritis dan proses resolusi 

konflik. Faktanya, independensi praktisi 

resolusi konfliklah yang memungkinkan 

mereka membantu pihak-pihak yang 

bersengketa dalam menemukan penyebab 

konflik dan membantu menyusun resolusi 

konflik yang adil. 

Tidak ada pendekatan yang bisa 

diterapkan secara universal dalam 

mengembangkan proses resolusi 

konflik karena proses tersebut harus 

disesuaikan untuk memenuhi tuntutan 

dan keadaan unik dari pihak-pihak yang 

terlibat (Brown, 2017; Lederach, 2005). 

Namun demikian, pekerjaan sosial telah 

menggunakan teori kritis untuk 

menghadapi masalah keadilan sosial yang 

dihadapi oleh klien yang mereka layani 

sehari-hari (Payne, 2005). Faktanya, 

pekerja sosial kritis seperti halnya David 

Gil (1998) telah mengembangkan prinsip-

prinsip praktik yang memandu calon 

pekerja sosial kritis dalam praktik 

komunitas. Bidang resolusi konflik dan 

praktisi yang tertarik untuk mengatasi 

masalah keadilan sosial dapat 

memperoleh manfaat besar dengan 

belajar dari teori kritis dan dari 

kebijaksanaan praktik ini. 

Quille (2000) menjelaskan teori 

kritis mungkin mempunyai peran 

penting dalam menginformasikan 

operasi pemeliharaan perdamaian 

dengan menunjukkan bahwa 

menciptakan perdamaian yang 

berkelanjutan melibatkan lebih dari 

sekedar menenangkan pihak-pihak yang 

bertikai; resolusi konflik dalam hal apa 

pun juga harus menjamin hak asasi 

manusia dan hak ekonomi pihak-pihak 

yang berkonflik. Jenis pembangunan 

perdamaian ini berbeda dengan operasi 

pemeliharaan perdamaian tradisional 

dengan memberdayakan dan 

mengembangkan komunitas lokal.  

Secara lebih lugas, Martin (2005) 

menyatakan bahwa dukungan terhadap 

kelompok yang tidak diunggulkan 

memastikan bahwa pembangunan 

perdamaian melindungi kelompok 

minoritas dan hak asasi manusia, 

dibandingkan dengan mendukung tatanan 

sosial yang konservatif dan dilegitimasi 

oleh elit. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah 

teknik studi literatur dan studi 

dokumentasi yaitu terhadap berbagai 

referensi yang relevan dengan kajian 

resolusi konflik berdasarkan perspektif 

teori kritis.   

Literatur yang dikumpulkan berupa 

artikel pada publikasi jurnal nasional dan 

jurnal internasional, selain itu digunakan 

juga literatur buku ataupun ebook. 

Literatur yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini tidak dibatasi rentang waktu 

publikasinya. Hal ini dikarenakan masih 

terbatasnya literatur terkait penelitian ini, 

sehingga kehadiran berbagai literatur yang 

diperoleh dan dianalisis oleh peneliti 
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menjadi sangat berarti untuk melengkapi 

hasil yang diperoleh peneliti.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesadaran Kritis dalam Resolusi 

Konflik 

Penyelesaian konflik merupakan 

disiplin pluralistik yang memerlukan 

sejumlah konsepsi dan metode untuk 

mengatasi berbagai jenis konflik yang 

terjadi sesuai dengan konteks dari masing-

masing kejadian konflik. Penyelesaian 

konflik dengan pendekatan teori kritis 

menempatkan para praktisi pada peran 

baru untuk mengatasi dan memperbaiki 

penindasan terhadap masyarakat. 

Penindasan dan ketidakadilan sosial 

dianggap sebagai konflik yang bertingkat 

dan bersarang, yang terjadi secara 

bersamaan pada tingkat individu, 

komunitas, dan masyarakat. Resolusi 

konflik berdasarkan teori kritis menjadi 

sarana untuk menantang ketidakadilan dan 

penindasan sosial.  

Dalam bidang kesejahteraan sosial, 

misalnya dalam hal layanan organisasi 

nirlaba dan kebijakan sosial dari 

pemerintah untuk masyarakat miskin dan 

terpinggirkan, dapat dianggap sebagai 

sarana untuk memediasi konflik kelas, 

gender, dan etnis, baik untuk menutupi 

ataupun mengelola konflik-konflik 

tersebut, sehingga sangat tergantung pada 

implementasinya di lapangan (Chatterjee, 

1996). 

Praktisi resolusi konflik yang bekerja 

dengan lembaga kesejahteraan sosial dapat 

menggunakan lensa kritis untuk mengelola 

konflik individu, kelompok, dan organisasi 

dalam sistem tersebut, sebagai fasilitator 

dalam dialog yang mendorong komunikasi 

produktif di antara individu atau kelompok 

dengan tingkat kekuasaan berbeda. 

Ketidakseimbangan sosial yang 

ditunjukkan dengan terjadinya penindasan 

terhadap masyarakat, memperkuat 

eksploitasi anggota masyarakat tertentu 

demi keuntungan dan hak istimewa pihak 

yang lainnya, sehingga mengakibatkan 

ketidaksetaraan hak, ketimpangan kondisi 

hidup, dan distribusi sumber daya yang 

tidak adil (Gil, 1998).  

Ketidakadilan merujuk untuk secara 

paksa membangun dan memelihara 

ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kondisi 

hidup yang tidak manusiawi, serta 

menghambat pembangunan (misalnya 

berupa perbudakan, kerja upahan yang 

eksploitatif; pengangguran, kemiskinan, 

kelaparan, dan tunawisma; serta layanan 

kesehatan dan pendidikan yang tidak 

memadai), yang diterapkan oleh kelompok 

sosial, kelas, dan masyarakat yang 

dominan atas kelompok, kelas, dan 

masyarakat yang didominasi dan 

dieksploitasi (Gil, 1998: 10). 

Penindasan merujuk pada modus 

hubungan manusia yang melibatkan 

dominasi dan eksploitasi—ekonomi, 

sosial, dan psikologis—di antara individu; 

di antara kelompok dan kelas sosial di 

dalam dan di luar masyarakat; dan secara 

global di antara seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu penindasan masyarakat 

berdampak buruk terhadap seluruh 

masyarakat, baik penindas terlebih pada 

pihak yang tertindas, dengan tidak 

memanusiakan mereka dan memberikan 

keuntungan pada kelompok tertentu 

dengan mengorbankan kelompok lain. 

Kaum tertindas mengalami dehumanisasi 

ketika mereka tidak diberi kesempatan 

yang dianggap remeh oleh para penindas 

dalam memperjuangkan hak-hak mereka 

dan memenuhi kebutuhan mereka (Freire, 

1997). Para penindas mengalami 

dehumanisasi dengan mengendalikan dan 

melanggar hak-hak kaum tertindas dan 

menjadi dominator, mempolarisasi 

komunitas mereka, dan menyangkal rasa 

kasih sayang yang ada pada diri mereka 

sebagai manusia terhadap sesama manusia 

(Freire, 1997). 

Ketidakseimbangan sosial yang terjadi 

secara sistemik tersebut memerlukan 

perubahan secara sistemik pula, yaitu 

perubahan terhadap struktur sosial dan 

tatanan sosial yang dianggap remeh untuk 

mengatasinya, sehingga menciptakan 

kesetaraan yang lebih besar antarkelompok 
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(Galper, 1975). Inilah hakikat keadilan 

sosial, sebagai tujuan utama dari pekerjaan 

sosial kritis, seperti halnya National 

Association of Social Workers (1999) yang 

mendefinisikan keadilan sosial sebagai 

“mengupayakan perubahan sosial, 

khususnya dengan dan atas nama individu 

dan kelompok yang rentan dan tertindas.” 

Foucault (1994b) melihat potensi 

transformatif wacana masyarakat sebagai 

sarana untuk mengubah masyarakat, 

dibandingkan revolusi seperti yang 

dianjurkan oleh pemikiran Marxis 

(Chambon, Irving, dan Epstein, 1999). 

Transformasi tersebut dapat dicapai 

dengan “mengganggu” pemahaman 

masyarakat umum mengenai fenomena 

dan hubungan sosial, menggoyahkan 

wacana masyarakat melalui analisis dan 

penggunaan bahasa, bukan dengan 

kekerasan seperti yang dibayangkan oleh 

Marx dan Engels (Chambon, Irving, dan 

Epstein, 1999; Foucault, 1994b). 

Ide-ide konstruktivis tersebut 

memungkinkan para analis untuk melihat 

lebih banyak kompleksitas yang terjadi 

ketika mengkonseptualisasikan kekuasaan 

(power), menjadikan transformasi 

masyarakat bersifat bertahap (dan tidak 

terlalu ditolak) sambil tetap 

mempertahankan analisis dominasi 

ideologis masyarakat dan kesadaran palsu 

(false consciousness). 

Wacana masyarakat sering kali 

dikendalikan oleh elit yang dapat 

menghambat analisis kekuasaan resmi di 

tingkat masyarakat, demi melindungi 

tatanan sosial yang ada (Freire, 1997). 

Pemikiran Freire (1997) tersebut muncul 

dalam karyanya menangani masyarakat 

miskin di Brasil yang menghadapi 

kenyataan penindasan sehari-hari. Freire 

(1997) menetapkan bahwa perubahan 

masyarakat akan muncul dari suatu jenis 

pendidikan, yang didasarkan pada dialog 

dan penemuan diri, sehingga membantu 

kelompok tertindas dalam memahami 

hambatan struktural terhadap harapan 

mereka terhadap keadilan dan kesetaraan 

sosial.  

Freire menyebut kesadaran 

berdasarkan pemahaman baru tersebut 

sebagai “critical consciousness” atau 

kesadaran kritis (Freire, 1997). Mendidik 

kesadaran kritis memberi para ahli teori 

kritis sarana untuk mendukung kelompok-

kelompok marginal dalam mencapai 

berbagai tujuan mereka. Ide-ide 

konstruktivis ini mempunyai dampak besar 

terhadap pemikiran radikal, dan “teori 

kritis” muncul dari kesatuan ini. 

Berdasarkan hal tersebut, Freire 

menyarankan untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut dapat dicapai melalui 

jenis pendidikan baru, yang disebut 

“problem-posing education” yaitu di mana 

siswa belajar mendekonstruksi ideologi 

masyarakat yang mempengaruhi mereka 

dalam kehidupan sehari-hari, melihat 

bagaimana ideologi tersebut menghambat 

pencapaian kepentingan mereka, dan 

memvisualisasikan kemungkinan 

perubahan masyarakat yang dapat 

melayani kepentingan mereka dengan 

lebih baik. Pendidikan yang mengajukan 

masalah pada akhirnya menghasilkan 

“kesadaran kritis” (critical consciousness) 

yang dapat menjadi emansipatoris bagi 

individu-individu tertindas yang kemudian 

dapat berupaya mengubah dunia mereka 

dan ideologi masyarakat yang menindas 

sesuai dengan pemahaman baru Mereka. 

Ketika individu mencapai kesadaran 

kritis, hal ini memungkinkan mereka untuk 

menjadi subjek dalam dunianya, secara 

aktif dan sadar ikut menciptakan dunianya 

sendiri, dibandingkan menjadi “objek” 

pasif yang menerima realitas sosialnya 

(Chambon, Irving, dan Epstein, 1999; 

Foucault, 1994a; Freire, 1997). Dengan 

cara ini, teori kritis memerlukan praxis, 

mengatasi masalah dan kendala dunia 

nyata, dibandingkan hanya berteori.  

Praxis adalah hubungan timbal balik, 

dinamis, dan refleksif yang dilakukan para 

praktisi ketika teori mereka tentang 

penindasan masyarakat menjadi dasar 

tindakan mereka untuk melawan 

penindasan tersebut, dan sebaliknya (Marx 

dan Engels, 1985). Praxis juga 
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menempatkan akademisi atau praktisi pada 

posisi refleksi secara terus menerus, 

mempertanyakan hubungan teori-tindakan 

untuk terus merevisi pendekatannya.  

Orientasi praxis pada dasarnya 

berorientasi pada masa depan dan penuh 

harapan, dengan para sarjana-praktisi 

menciptakan visi baru untuk hubungan 

masyarakat dalam mengatasi dominasi 

masyarakat, yang pada gilirannya 

merupakan dorongan untuk kemajuan 

analisis dan tindakan masyarakat lebih 

lanjut (Freire, 1997; Scanlon dan Longres, 

2001).  

Teori kritis relevan untuk bidang 

resolusi konflik karena teori kritis 

menawarkan kerangka kerja bagi para 

praktisi dan para pakar resolusi konflik 

yang dapat memandu mereka dalam 

membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengatasi 

penindasan dan ketidakadilan dalam 

masyarakat ataupun antarpribadi. Hal 

tersebut sejalan dengan tujuan akhir yang 

hendak dicapai oleh teori kritis, yaitu 

menciptakan transformasi hubungan 

masyarakat dan institusi yang bersifat 

eksploitatif, sehingga menciptakan 

masyarakat yang lebih adil.  

 

Praktik Pekerjaan Sosial Kritis dalam 

Resolusi Konflik 

Resolusi konflik kritis menempatkan 

para praktisi resolusi konflik dalam peran 

dan situasi yang berbeda dari para praktisi 

resolusi konflik tradisional. Dibandingkan 

pihak ketiga yang netral, praktisi resolusi 

konflik mungkin lebih cocok mengambil 

peran sebagai katalis, pendidik, advokat, 

penasihat, navigator sistem, atau peran lain 

yang dapat membantu orang-orang yang 

tertindas dalam menantang penindasan 

dengan mendorong dialog yang produktif 

(Kent, 1971; Knupfer, 1995; Stohl dan 

Chamberlain, 1972).  

Sudah banyak praktisi dan akademisi 

resolusi konflik yang telah melakukan hal 

tersebut mengadopsi peran yang tidak lazim 

seperti itu, seperti halnya pendidikan 

resolusi konflik misalnya, di mana para 

praktisi mendidik dan melakukan 

advokasi, bukan melakukan mediasi. Peran 

yang muncul dan beragam dalam profesi 

resolusi konflik ini mungkin juga 

memerlukan pengaturan baru dan inovatif 

untuk memupuk bentuk-bentuk baru 

praktik resolusi konflik, seperti pada 

organisasi nirlaba sebagai pusat aktivitas 

yang mengupayakan perdamaian dan 

pencapaian keadilan yang mendidik 

anggota masyarakat untuk memiliki 

kesadaran kritis, melatih mereka dalam 

keterampilan komunikasi, dan 

menumbuhkan wacana keadilan sosial. 

Para praktisi di bidang resolusi konflik 

mempunyai posisi profesional yang baik 

untuk melakukan pekerjaan kritis karena 

merekalah satu-satunya profesional yang 

mengkaji konflik sosial secara holistik dan 

terampil dalam berbagai proses inti untuk 

melakukan intervensi dalam konflik, yaitu 

berupa: negosiasi, mediasi, arbitrase, 

netralitas awal, evaluasi, konferensi 

komunitas, pembuatan peraturan yang 

dinegosiasikan, pelatihan komunikasi dan 

pemecahan masalah, serta upaya untuk 

mengurangi kekerasan (Association for 

Conflict 

Resolution, n.d.). Bidang keterampilan ini 

membuat para praktisi penyelesaian 

konflik yang dilakukan secara unik cocok 

untuk melakukan bentuk-bentuk praktik 

kritis tertentu, yaitu melakukan intervensi 

dalam konflik yang berkaitan dengan 

keadilan sosial.  

Sebelumnya untuk melakukan resolusi 

konflik yang kritis, para praktisi harus 

melakukan analisis kekuatan dari pihak-

pihak yang berkonflik. Dalam analisis 

kekuasaan, seorang praktisi “memeriksa 

bagaimana kekuasaan didistribusikan 

dalam situasi tertentu berdasarkan, 

misalnya: ras, gender, pendidikan, 

ekonomi, orientasi seksual, atau sejarah 

sosio-politik.  

Melalui analisis kekuatan, [praktisi] 

dan klien mencapai pemahaman yang lebih 

terinformasi dan peka terhadap konteks 

tentang keyakinan, pilihan, persepsi, dan 

perilaku. Komponen penting dari analisis 
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kekuasaan adalah memahami makna dan 

dampak dari hak istimewa” (McWhirter 

dan McWhirter, 2007: 423). 

Untuk menganalisis hal tersebut, 

praktisi harus melakukan analisis secara 

mandiri, yaitu untuk memahami peran 

kekuasaan dalam interaksi dengan pihak-

pihak yang berkonflik, serta analisis 

terhadap pihak-pihak itu sendiri 

(McWhirter dan McWhirter, 2007). Dalam 

melakukan analisis kekuasaan, seorang 

praktisi resolusi konflik harus 

mempertimbangkan ketidakseimbangan 

kekuasaan dalam masyarakat dan hal-hal 

yang berasal dari budaya, institusi, 

organisasi, bahasa, dan sistem kepercayaan 

praktisi dan partai (Roy, 2007).  

Bentuk-bentuk kekuasaan yang relevan 

dipetakan dan bergantung pada konteks 

yang dapat mencakup bentuk-bentuk 

kekuasaan dan hak istimewa lainnya, 

seperti bentuk-bentuk kekuasaan dan hak 

istimewa yang berkaitan dengan usia atau 

kemampuan fisik (McWhirter dan 

McWhirter, 2007). Praktisi resolusi 

konflik menggunakan analisis kekuasaan 

selama bekerja dengan para pihak untuk 

mendidik mereka tentang bagaimana 

kekuatan masyarakat dapat mempengaruhi 

pikiran, perasaan, dan perilaku mereka, 

sehingga memungkinkan mereka untuk 

mengusahakan dan mengatasi hambatan 

yang terkait dengan keadilan sosial dalam 

dialog dan resolusi konflik. 

Dalam hal ini, seperti halnya Freire, 

Lederach (2005) pun menyadari bahwa 

menekankan suara masyarakat yang 

bekerja sama akan membantu praktisi 

mendapatkan kredibilitas dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang berkonflik, 

sekaligus mengakui bahwa penyelesaian 

yang mungkin dilakukan harus didasarkan 

pada pengetahuan dan bahasa lokal. 

Pendekatan elektif menggambarkan 

bagaimana pengambilan keputusan dari 

awal dapat secara bersamaan membantu 

pihak-pihak yang berkonflik untuk 

memenuhi kebutuhan mendesak mereka 

dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan 

struktural jangka panjang mereka.  

Ketika masyarakat tertindas mencapai 

kesadaran kritis, mereka mengidentifikasi 

kebutuhan, hambatan, dan solusi potensial 

terhadap permasalahan mereka 

berdasarkan pemahaman baru mereka 

tentang kekuatan masyarakat. Ketika 

menyerukan suara kaum tertindas untuk 

mengidentifikasi keprihatinan mereka dan 

potensi penyelesaiannya, maka hal tersebut 

menunjukkan demokrasi partisipatif akar 

rumput sedang diimplementasikan 

(O'Brien, 2005). 

Meskipun praktik kritis menekankan 

perubahan sosial struktural jangka panjang 

dalam membantu kelompok tertindas, 

strategi jangka pendek juga diperlukan, 

yaitu untuk memperbaiki “gejala” 

penindasan dan mengurangi atau 

menghilangkan praktik penindasan yang 

menyasar pada individu atau kelompok 

tertentu yang tertindas dalam situasi 

tertentu. Sebaliknya, strategi jangka 

panjang berupaya menghilangkan akar 

penyebab penindasan, dengan harapan 

dapat menciptakan masyarakat adil yang 

bebas dari penindasan.  

Strategi jangka pendek dan jangka 

panjang akan ditingkatkan dengan adanya 

praktisi resolusi konflik yang 

mempromosikan dan meningkatkan 

komunikasi di antara para pihak yang 

tertindas dan pihak penindasnya, serta 

memfasilitasi diskusi di antara individu 

yang tertindas untuk membantu mereka 

menentukan kebutuhan dan cara yang 

mereka pilih untuk mencapai tujuan 

mereka. 

Terlepas dari apakah strategi itu 

bersifat jangka pendek atau jangka 

panjang, berbagai hal tersebut menyiratkan 

kode etik yang sangat berbeda dengan apa 

yang saat ini ditekankan pada banyak 

kalangan penyelesaian konflik. American 

Arbitration Association, American Bar 

Association, dan Association for Conflict 

Resolusi (2005) menyoroti penentuan 

nasib sendiri, ketidakberpihakan, 

menghindari konflik kepentingan, 

kompetensi, kerahasiaan, kualitas proses 

mediasi, permintaan layanan yang 
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bertanggung jawab, biaya yang wajar, dan 

memajukan praktik mediasi sebagaimana 

standar etika mereka dalam Model 

Standards of Conduct for Mediators 

(2005).  

Namun, praktik kritis menyarankan 

serangkaian prinsip etika yang sangat 

berbeda. Prinsip-prinsip etika kritis 

cenderung kurang fokus pada peran 

profesional praktisi resolusi konflik, 

melainkan lebih fokus pada komitmen 

praktisi resolusi konflik terhadap keadilan 

sosial, termasuk kepedulian terhadap 

kesejahteraan umum umat manusia, 

memenuhi kebutuhan semua orang dalam 

masyarakat, nilai-nilai kritis yang 

konsisten dalam diri dan pribadi seseorang.  

Kehidupan profesional, memajukan 

teori dan praktik kritis, mendukung sesama 

praktisi kritis dan menegakkan standar 

etika kritis, menghargai kebebasan semua 

orang, berupaya menjunjung cita-cita 

demokratis dan humanistik, serta berupaya 

mengubah masyarakat agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip etika ini (Galper, 1975). 

Dalam hal ini, Gil (1998: 104-108) 

menguraikan prinsip-prinsip praktik 

pekerjaan sosial kritis, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Menolak gagasan netralitas 

politik dan percaya pada keadilan 

dan pembebasan sosial 

2) Memilih nilai secara sadar: 

kesetaraan, kebebasan, kerja 

sama, dan komunitas 

3) Melampaui pendekatan teknis dan 

profesional 

4) Memfasilitasi kesadaran kritis 

melalui dialog 

5) Advokasi hak asasi manusia 

6) Menghadapi hambatan dalam 

pemenuhan kebutuhan 

7) Menganalisis penindasan dalam 

kehidupan pribadi seseorang 

8) Menganalisis kemungkinan-

kemungkinan di masa depan 

9) Menyebarkan kesadaran kritis dan 

membangun gerakan sosial 

Praktisi resolusi konflik yang kritis 

harus mematuhi pedoman praktik tertentu 

dalam konteks melaksanakan pekerjaan 

mereka: mengembangkan diri untuk 

mencerminkan cita-cita kritis; 

menghubungkan pekerjaan seseorang 

dengan gerakan sosial yang lebih luas; 

solusi politik terhadap masalah-masalah 

sosial; berfokus pada pencegahan konflik 

dengan resolusi jangka panjang; 

pencegahan yang berlangsung dalam 

waktu lama; dan menciptakan keadilan. 

Untuk membantu orang lain dalam 

mengatasi penindasan, para praktisi perlu 

terlebih dahulu mempertanyakan nilai-nilai 

dan pengalaman diri mereka sendiri dalam 

menghadapi penindasan. 

Teori kritis juga menekankan 

hubungan egaliter antara praktisi resolusi 

konflik dengan klien seperti halnya 

seorang kolega (Galper, 1975, 1980). Hal 

ini berarti praktisi resolusi konflik 

melepaskan perannya sebagai seorang 

“ahli” demi menjalankan pembelajaran 

timbal balik dan praktik yang didorong 

oleh diri klien. Ketika individu yang 

tertindas telah mencapai kesadaran kritis 

dengan dididik mengenai 

ketidakseimbangan kekuatan struktural, 

maka mereka menjadi berdaya untuk 

mengidentifikasi manifestasi penindasan 

dan menentukan cara untuk mengatasinya.  

Dalam hal ini, praktisi resolusi konflik 

kritis ditugaskan untuk memfasilitasi 

diskusi kritis mengenai wacana masyarakat 

yang menggambarkan perspektif pribadi 

mengenai penindasan, hambatan dalam 

mengubah hubungan yang menindas, dan 

potensi cara untuk mengatasi hambatan 

tersebut dari pihak yang tertindas itu 

sendiri (Freire, 1997; Galper, 1980; 

Galtung, 2000). 

Oleh karena itu, dialog kritis yang 

mencakup refleksi kelompok tertindas 

terhadap norma-norma, institusi, bahasa, 

dan nilai-nilai masyarakat, serta diskusi 

mengenai tindakan yang harus diambil 

untuk mengubah fenomena yang terjadi 

digunakan untuk memajukan keadilan 

sosial (Chambon, Irving, dan Epstein, 

1999; Freire, 1997; Galtung, 2000). 

Dalam bidang resolusi konflik 
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terdapat perdebatan aktif mengenai 

perlunya dan batasan upaya untuk 

mengintegrasikan praktik-praktik yang 

ditunjukkan oleh kerangka kerja kritis, 

termasuk hubungan antara praktisi 

resolusi konflik dengan bentuk-bentuk 

eskalasi konflik yang konstruktif, 

seperti: (a) Aksi langsung tanpa 

kekerasan, (b) Mobilisasi massa, dan (c) 

Pendidikan populer (English & 

Sweetman, 2017; Jackson, 2015; 

Rubenstein, 2017).  

Konsep kekuasaan yang digunakan 

oleh para ahli teori kritis telah dikritik 

karena terlalu sempit, hanya berfokus pada 

keadilan kolektif dibandingkan dengan 

keadilan individu dan secara eksklusif 

mempertimbangkan dominasi oleh elit 

ketika kelompok “tidak berdaya” atau 

“powerless” dapat menggunakan 

kekerasan dan kekuasaan sosial untuk 

memajukan kepentingan dan tujuan 

mereka sendiri (Payne, 2005; Spencer, 

1991).  

Dalam resolusi konflik, hal ini dapat 

menimbulkan masalah ketika pengalaman 

subjektif klien dan pemahaman mereka 

diminimalkan (ideological concerns) dan 

lebih mendukung pemahaman praktisi 

paternalis yang didasarkan pada 

masyarakat secara keseluruhan (materialist 

concerns; Eide, 1972; Heyworth, 1991; 

Spencer, 1991).  

Kondisi yang paling buruk adalah 

ketika teori kritis digunakan untuk 

menyalahkan lingkungan sosial seseorang 

dan menyalahkan tempatnya di dalamnya 

semua masalah dan konflik, sehingga 

menghilangkan personal agency dan 

tanggung jawab untuk memperbaiki 

kekhawatiran tersebut (Payne, 2005). 

Demikian pula, “kaum mapan” atau “the 

establishment” yang dianggap oleh para 

ahli teori kritis dalam istilah yang sangat 

stereotip dan satu dimensi (Kent, 1971; 

Spencer, 1991), yang dapat menciptakan 

polarisasi lebih lanjut antar pihak yang 

berkonflik. 

 

 

KESIMPULAN 

Praktik dan teori resolusi konflik yang 

muncul dari kerangka kritis mengarahkan 

profesi resolusi konflik ke arah yang baru 

dan penting: melawan status quo yang 

tidak adil. Penyelesaian konflik dapat 

diperkaya dengan lebih banyak perhatian 

yang diberikan pada analisis kekuasaan, 

penyeimbangan kekuasaan, dan 

pencapaian resolusi berkelanjutan yang 

melawan ketidakadilan dan penindasan 

sosial. 

Penyelesaian konflik yang kritis tentu 

saja mempunyai keterbatasan, namun hal 

ini dapat melengkapi bentuk-bentuk 

penyelesaian konflik lainnya, dengan 

mengatasi konflik yang memiliki landasan 

keadilan sosial dengan menggunakan 

teknik yang sesuai dengan permasalahan 

tersebut. Dengan demikian, teori dan 

praktik kritis mengisi ruang khusus dalam 

bidang resolusi konflik. Kerangka teoritis 

yang kritis harus hidup berdampingan 

dengan orientasi teoritis lainnya dalam 

profesi resolusi konflik yang pluralistik 
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